
S A L I N A N 
 

 
BUPATI TANAH LAUT 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

  

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  

NOMOR 48 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 22 TAHUN 2023 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA  

DI KABUPATEN TANAH LAUT 

 

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a.   bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bagi 

warga masyarakat Desa guna mempercepat terwujudnya 

desa yang kuat, maju, mandiri, dan sejahtera, maka perlu 

melakukan perubahan untuk memberikan penegasan pada 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban 

Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa di 

Kabupaten Tanah Laut; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 

Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada 

Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 

6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Berita  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia  Tahun  2020  Nomor 

1781); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1633); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut 2017 Nomor 1); 

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut 2019 Nomor 12) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 21); 

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 118); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS 

KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT. 
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Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 

Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan 

Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 22) diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 4 
 

(1) Sasaran dari BKK dalam peraturan Bupati ini adalah:  

a. Desa dengan status IDM Mandiri; dan 

b. Desa yang mendapatkan penunjukan dari Program Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. 

(2) Desa dengan status IDM Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur 

Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

(3) Desa yang mendapatkan penunjukan dari Program Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan menunjukan keputusan yang 

menyatakan Desa tersebut sebagai Desa yang mendapatkan penunjukan 

dari Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah 

Daerah. 

(4) Desa yang menjadi sasaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 11 April 2023  

   BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. SUKAMTA 

Diundangkan di Pelaihari  

pada tanggal 11 April 2023  

   SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

  H. DAHNIAL KIFLI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 48 


